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TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN

GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga bertempat di Tulungagung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1:

TONI SUGIYANTO, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung, yang berkedudukan di Jalan
Sultan Agung III Nomor IA Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

R. BUDIMAN P. KUSUMAH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung, yvang berkedudukan di Jalan
Pahlawan Nomor 139 Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.




Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian
yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada
Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan
nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyvalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi
vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan
wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten
Tulungagung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur;

bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan tempat tersangka atau
terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan;

bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk
Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
NK/27/IV /2018 /BNN dan Nomor: M_HH-04 HH 05.02 Tahun 2018 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika:

bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf
¢, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang
menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

Undang-Undang Nomor 35 Tazhun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib
Lapor Pecandu Narkotika;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 128);

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014,
Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Nomor
11 Tahun 2014, Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Nomor
PER-005/A/JA/03/2014, Kapolri Nomor 1/2014, dan Kepala BNN Nomor
PERBER/01/111/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014, tentang Penanganan
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam
Lembaga Rehabilitasi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi
Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi
Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh
Pengadilan;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika
Komponen Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 303);

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015
tentang Peraturan Pengamanan Pada Lapas dan Rutan;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan
Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 219);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan
Warga Binaan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 907);




Peraturan Menteri Sosial Republik Indoenesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban
Penvalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar
Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 836);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 999);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; dan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor:
PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan
Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di
UPT Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat,
dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA
PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang
dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




Rehabilitasi Narkotika adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu vang
mencakup rehabilitasi medis dan sosial bagi Tahanan dan Warga Binaan
Pemasyarakatan serta layanan pasca rehabilitasi bagi Klien Pemasyarakatan
dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi
penyalah guna dan/atau pecandu narkotika untuk pulih, produktif, dan
berfungsi sosial dimasyarakat.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk
membebaskan pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu,
baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas (mantan) pecandu Narkotika
dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan
Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara
fisik maupun psikis.

Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja
menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,
dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Lembaga rehabilitasi medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan
kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban
penyalahgunaan Narkotika dan penyalah guna Narkotika yang ditetapkan
oleh Menteri Kesehatan.

Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan
sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) pecandu
dan korban penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP adalah
Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama
bagi PARA PIHAK dalam bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan
mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dengan
tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1)

penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
melalui pemanfaatan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA dan/atau
instansi dibawahnya;

pembentukan Relawan Anti Narkoba bagi PIHAK KEDUA;

pembinaan dan peningkatan peran serta PIHAK KEDUA sebagai Penggiat
Anti Narkotika;

deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika melalui pelaksanaan tes/uji Narkoba atas koordinasi
PARA PIHAK,

Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan
kepentingan Negara;

Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing
PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dukungan terhadap penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang
cukup di lingkungan yang berada dibawah kewenangan PIHAK KEDUA

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
Pelaksanaan operasi bersama terkait pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika; dan

Dukungan terhadap layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika yang
telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam rangka mendukung program
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Perdaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.




BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4
PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

a. Menyediakan narasumber dan memberikan materi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gellap Narkotika dan
Prekursor Narkotika untuk kegiatan sosialisasi penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada PIHAK
KEDUA;

Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan
sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika maupun
pemeriksaan urin;

Melakukan pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan
dan kepentingan Negara;

Berperan serta dalam pelaksanaan operasi bersama terkait
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan

Membantu pelaksanaan rehabilitasi terhadap warga binaan atau
petugas yang mengalami penyalahgunaan narkotika.

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

a. Mendapatkan materi pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika dari PIHAK PERTAMA melalui kegiatan sosialisasi
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengajukan narasumber kepada PIHAK PERTAMA dalam kegiatan
sosalisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan PIHAK PERTAMA
dalam melaksanakan Kkegiatan sosialisasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA jika terdapat
penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan




Kelas II B Tulungagung dan mendukung program rehabilitasi jika
terdapat penyalahgunaan narkoba;

Jika terdapat kegiatan tes urin narkoba PIHAK KEDUA menyiapkan
Rapid Test uji Narkoba yang akan digunakan untuk pemeriksaan urin
terhadap pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Tulungagung; dan

Melakukan Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan
dan kepentingan Negara.

BAB YV
PELAKSANAAN
Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan
Prosedur serta rencana implementasinya.

Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman antara Badan
Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tanggal 27 April 2024.

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan
koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku
Perjanjian Kerja Sama ini.

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja
Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada
pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian
Kerja Sama ini.




Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri
sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi
tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih
dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja
Sama ini.

BAB VII
KEADAAN KAHAR
Pasal 7

Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar
kekuasaan PARA PIHAK yang menghalangi secara langsung atau tidak
langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada
PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya
Force Majeure dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan
resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.

Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan PIHAK lain yang tidak mengalami
Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan
Kahar tersebut.

Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh PIHAK yang mengalami Keadaan
Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali
kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat
7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan
untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi
hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama
sampai Keadaan Kahar berakhir.




BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini
dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX
KERAHASIAAN
Pasal 9

PARA PIHAK sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya
digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal
3 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data
dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data
dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan

memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA
PIHAK.

PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data
dan/atau informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK
KEDUA.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.




BAB XI
KORESPONDENSI
Pasal 11

PARA PIHAK adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan
Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai
berikut:

a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung
Subbagian Umum
Jalan Sultan Agung III Nomor [IA Desa Ketanon
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
Telepon ; (0355) 336 868
Fax : (0355) 336 868
Email : bnnkab_tulungagung@bnn.go.id
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung
Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Jalan Pahlawan Nomor 139 Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru

Kabupaten Tulungagung

Telepon : (0355) 321 731

Email : lapastulungagung405163@gmail.com/
humaslpta@gmail.com

PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan
perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum
diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap
menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).




BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja
Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan
(adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara
musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,
bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian
Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani
PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama
yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.




